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Dewan Tetapkan Alokasi Bantuan Bencana Banjir

DONGGALA, MERCUSUAR - DPRD Ka-
bupaten (Dekab) Donggal, menyetujui
penggunaan dana tak terduga yang me-
lekat di APBD Donggala 2011 untuk kor-
ban banjir di Kecamatan Banawa Selatan
(Bansel) seniki Rp897 juta.

Penetapan yang dilakukan melalui ra-
pat paripurna pada Senin (31/10) yang
dipimpin Ketua Dekab Donggal, Ahmad
Mardjanu itu hanya dihadiri 15 dari 30
anggota Dekab Donggala. Besaran ang-
garan yang disetujui itu untuk dialokasi-
kan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) se-
nilaj Rp547 juta dan Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD)
Donggala senilai Rp359 juta.

Kedua SKPD itu, akan menyalurkan ke-
pada masyarakat dalam bentuk perbai-
kan jembatan, jalan dan rumah warga
yang rusak, disamping bantuan kin un-

tuk memenuhi kebutuhan pangan ma-
syarakat yang tertimpa musibah di
Sembilan desa.

Walaupun secara umum anggota de-
wan menyetujui alokasi dana itu untuk
penanganan korban banjir, namun dari
sisi teknis Ketua Dekab Donggala me-
minta persetujuan anggota dewan, dinilai
hanya membuang waktu. Seharusnya
tidak dibutuhkan lagi persetujuan ang-
gota dewan, karena anggarannya telah
melekat di APBD Donggal 2011 yang
sudah dibahas oleh Badan Anggaran
(banggar) dan disetujui oleh anggota pa-
ripurna beberapa waktu lalu.

Walaupun bentuk persetujuannya
tidak secara spesifik terkait bencana
banjir Bansel namun tujuannya adalkah
untuk bencana yang relatif berdampak
buruk bagi kehidupan masyarakat.

Sanggahan itu disampaikan oleh
anggota Fraksi PKS, Abd Muis Yahya
yang menilai dana tak terduga senilai
Rp1 miliar yang telah disetujui dewan,
tinggal dilaksankaan oleh pihak ekseku-
tif. Yang penting bagi Muis adalah per-
tanggungjawaban dari penggunaan ang-
garanitu. Apa lagi paripurna yang hanya
dihadiri 15 orang itu, masih kurang satu
anggota dewan alias tidak korum. “Prin-
sipnya kami setuju atas alokasi bantuan
itu untuk korban banjir, namun hal ini
tidak perlu diparipurnakan. Sehingga sa-
ya tidak perlu menyampaikan persetu-
juan,” tandasnya.

Demikian halnya Ketua PKS, Anwar
Sado yang sangat menyesalkan adanya
paripurna itu. Karena masyarakat sudah
sangat membutuhkan bantuan, semen-
tara pihak pemerintah masih menunggu

persetujuan dewan untuk mencairkan
dana tak terduga. “Paripurna ini, justru
memperlkmbat proses bantuan kepada
masyarakat. Ibaratnya korban sudah
tenggelam kita baru bermusyawarh,”
tandasnya.

Namun menurut Ahmad Mardjanu,
dalam hal bantuan, pemerintah telah tu-
run membantu baik secara pribadi mau-
pun organisasi yang ada. Dimana ban-
tuan yang diberikan lebih kepada masa-
lah konsumsi yang dibutuhkan para kor-
ban bajir.

Ada pun perlunya pesetujuan dewan
agar tidak menimbulkan keraguan bagi
pemerintah dalam menggunakan dana
masyarakat, sehingga perlu dipari-
purnakan. “Ini juga menjaga agar ja-
ngan terjadi temuan oleh BPK)
pungkasnya. ip




